‘BAPPEBTI‘

MImELTRY OF TRADL

Kebijakan Hilirisasi Tak Bisa Ditawar

Tanggal : Sabtu , 16 Januari 2021
Media : Koran Jakarta

Halaman 14

Wartawan . Ant, E-10, ers

Muatan Berita : Netral

Narasumber

Rubrik : Ekonomi

Topik

Media Monitoring Online

: Muhammad Lutfi (Menteri Perdagangan), Mahendra Siregar (Wakil Menteri Luar Negeri)

Peningkatan Daya Saing | UE Meminta Pembentukan Panel WTO pada 14 Januari Lalu

Kebijakan Hilirisasi Tak Bisa Ditawar

Upaya mendorong peningkatan nilai
tambah dan daya saing industri nasional
akan senantiasa menjadi agenda prioritas

ke depan.

JAKARTA - Pemerintah akan
terus memperjuangkan kepen-
tingan Indonesia di tingkat mul-
tilateral. Salah satunya dengan
mempertahankan  kebijakan
Indonesia terkait bahan men-
tah (DS 592) yang tengah digu-
gat Uni Eropa (UE) di Organisa-
si Perdagangan Dunia (WTO).

Menteri Perdagangan, Mu-
hammad Lutfi, mengungkap-
kan pemerintah menyesalkan
langkah UE meminta pem-
bentukan Panel WTO pada 14
Januari lalu untuk menyele-
saikan kasus tersebut. “Indo-
nesia siap mempertahankan
posisinya di forum penyele-
saian sengketa di WTO,” tegas
Mendag dalam konferensi pers
virtual di Jakarta, Jumat (15/1),
terkait sengketa nikel di WTO.

Dia menambahkan pemerin-
tah bersama pihak terkait akan

terus berkoordinasi untuk me-
mastikan bahwa langkah dan
upaya mendorong peningkatan
nilai tambah dan daya saing na-
sional akan senantiasa menjadi
agenda prioritas ke depan.
Terkait kasus sengketa DS
592, UE sebelumnya meng-
ajukan permintaan konsulta-
si pada 22 November 2019 se-
bagai respons diterapkan-
nya larangan ekspor bijih
nikel oleh pemerintah
Indonesia mulai 1 Janu-
ari 2020. UE menilai ke-
bijakan pemerintah In-
donesia tersebut melang-
gar sejumlah ketentuan
WTO dan berdampak ne-
gatif pada daya saing indus-
tri baja di UE.
Menyikapi lang-
kah UE itu, peme-
rintah Indonesia

berpandangan negara di Benua
Biru tersebut telah salah me-
mahami dan mengartikan ke-
bijakan Indonesia, meskipun
hal tersebut telah disampaikan
secara jelas saat proses kon-
sultasi pada 2020. Meski de-
mikian, menurut Mendag, In-
donesia optimistis forum pe-
nyelesaian sengketa di WTO
merupakan tempat tepat untuk
menguji (exercising) kebijak-
an anggotanya sesuai dengan
prinsip WTO.

“Indonesia sebagai nega-
ra yang menjunjung tinggi hu-
kum akan melayani
tuntutan UE
tersebut  de-
ngan penuh

wibawa. Pe-
merintah In-
donesia juga
sangat meng-
hargai UE dan
berkomitmen
mengikuti
pro-
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ses baku sesuai aturan WTO
yang akan mulai diproses pa-
da 25 Januari 2021, lanjut
Mendag.

Selain itu, ke depannya In-
donesia juga tidak keberatan
dan siap berkolaborasi dengan
UE dalam menciptakan nilai
tambah di sektor besi baja. In-
donesia adalah penghasil be-
si baja kedua terbesar di dunia
setelah Tiongkok.

Pada Januari-November
2020, sektor besi baja merupa-
kan penyumbang ekspor ter-
besar ke-3 setelah minyak ke-
lapa sawit dan batu bara de-
ngan nilai 9,6 miliar dollar AS.
Ini adalah bagian dari transfor-
masi Indonesia, yang semula
merupakan negara penghasil
barang mentah dan setengah
jadi, kini menjadi penghasil
barang industri dan industri
berteknologi tinggi.

Lawan Proteksionisme
Sebelumnya, pemerintah
Indonesia beromitmen me-
lawan segala aksi proteksion-
isme dagang berkedok kam-

panye melindungi lingkungan
yang dilakukan oleh negara a-
tau kelompok lain. Saat ini, ba-
nyak kampanye hitam yang sa-
at ini masih ditujukan ke bebe-
rapa produk ekspor Indonesia,
misalnya kelapa sawit, me-
rupakan upaya untuk meng-
hindari kompetisi pasar dan
melindungi komoditas dalam
negeri di wilayah tertentu.

“Pemerintah Indonesia me-
nentang segala bentuk protek-
sionisme yang dilakukan de-
ngan menggunakan alasan ling-
kungan,” kata Wakil Menteri
Luar Negeri Republik Indonesia,
Mahendra Siregar, saat mem-
buka diskusi virtual yang diikuti
dari Jakarta, Kamis (14/1).

Dia memperingatkan bah-
wa aksi semacam itu dapat
mengancam berbagai perjanji-
an dagang di tingkat dunia ya-
ng telah diteken oleh banyak
negara. Tidak hanya itu, aksi
tersebut juga dapat mengham-
bat upaya pemerintah dan pe-
laku usaha yang ingin mencip-
takan keberlanjutan di sektor
dagang. ™ ers/Ant/E-10
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